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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan temuan dari Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di 

Desa Oh’aem Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang.  

1.  Peran lembaga Pemberdayaan masih rendah dilihat dari kerja sama antara warga masyarakat 

yang ikut dalam menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat, masyarakat di Desa 

Oh’aem dalam perawatan hasil pembangunan masih rendah sebab masih kurangnya 

perhatian masyarakat untuk merawat keadaan fisik pembangunan yang telah dibuat, Peran 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melakukan pemantauan yang sudah dibuat dan tidak 

berjalan dengan baik, hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara oleh masyarakat 

dan Fasilitator desa bahwa anggota LPM tidak merawat bangunan yang sudah di bangun.  

2.  Kendala yang dihadapi LPM desa Oh’aem ini sebagian besar yaitu kurangnya partisipasi dari 

masyarakat, karena masyarakat cenderung kurang tertarik untuk terlibat langsung dalam 

proses pembangunan di wilayah desa, maka dari itu, kurangnya partisipasi masyarakat akan 

mengakibatkan rendahnya efektifitas LPM dalam pelaksanaan fungsinya sebagaimana 

mestinya, dan kurangnya kerjasama antara fasilitator desa dan masyarakat.  

3.  Solusi masalah dari peran LPM Sebaiknya pemerintah desa maupun Pemerintah Kecamatan 

untuk memberikan perhatian dengan mensosialisasikan program kepada masyarakat, 

menggerakkan, mengajak, menghimbau atau mengundang masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam program LPM tersebut. Peran akan terwujud secara baik jika pemerintah, fasilitator 

desa dan masyarakat dapat berkerja sama dengan seksama. Baik itu dalam program 
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pelaksanaan kegiatan, mengawasi, ,merawat dan memberdayakan bangunan yang telah 

dibangun, serta perlunya kerjasama antar pemerintah desa.  

6.2. Saran  

Dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran untuk perbaikan dari program 

Pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat akan lebih 

aktif sebagai berikut :  

1.  Diharapkan kepada pemerintah desa Oh’aem maupun Pemerintah Kecamatan Amfoang 

Selatan untuk memberi perhatian dengan mensosialisasikan program kepada masyarakat, 

menggerakkan, mengajak, menghimbau atau mengundang masyarakat untuk berpartisipasi 

sehingga LPM desa Oh’aem tidak berjalan dengan sendirinya serta perlu adanya pemahaman 

yang baik tentang alur dan tahap LPM desa. Diharapkan kepada fasilitator LPM desa 

Oh’aem agar lebih memotivasi masyarakat agar kemandirian masyarakat dapat terwujud.  

2.  Diharapkan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung di dalam LPM Desa Oh’aem 

baik kaum Laki-laki maupun kaum perempuan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan 

kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk ikut serta dalam pembangunan 

infrastruktur di desa Oh’aem Kecamatan Amfoang Selatan.  

3.  Peran LPM akan terwujud secara baik jika pemerintah, fasilitator desa dan masyarakat dapat 

berkerja sama dengan seksama. Baik itu dalam program pelaksanaan kegiatan,  mengawasi,  

merawat dan memberdayakan bangunan yang telah dibangun dalam kegiatan ini. Jadi 

penulis dapat menyimpulkan dalam penelitian ini bahwa peran LPM di desa Oh’aem cukup 

baik dan berjalan dengan semestinya atau sesuai dengan yang telah disepakati namun respon 

dari masyarakat itu sendiri yang kurang menanggapi dari program pemerintah tersebut.  
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